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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan kerjasama petani  dengan lembaga-

lembaga pendukung yang merupakan salah satu langkah dalam pengembangan agribisnis 
kakao.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2011.  Tujuan 
penelitian ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang 
berhubungan dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao dan menganalisis  bentuk-
bentuk kerjasama antara petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan 
agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam.  Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan sampel sebanyak 30 orang 
petani  yang diambil secara sengaja (purposive sampling).  Analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kerjasama petani dengan 
lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao diantaranya adalah : Bentuk-
bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan  petani  
untuk pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan  Subsistem-subsistem agribisnis 
yaitu sebagai berikut : 1). Subsistem agribisnis hulu yaitu hubungan petani  dengan pedagang 
saprodi dalam bentuk kerjasama spontan, hubungan petani dengan produsen pupuk, 
distributor dan pemerintah (subsidi pupuk) adalah interaksi kerjasama secara tidak langsung. 
Sedangkan hubungan petani dengan PPL dalam kerjasama langsung dan kerjasama asimilasi 
dan hubungan petani dengan kelompok tani yaitu Kerjasama asimilasi, 2). Subsistem 
agribisnis usahatani yaitu hubungan petani  dengan kelompok tani, PPL, koperasi, LKMA, 
BRI/BPR dan  faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan lahan.  Hubungan petani 
dengan koperasi adalah kerjasama asimilasi. Hubungan petani dengan LKMA adalah 
kerjasama asimilasi. Sedangkan hubungan petani dengan BRI/BPR adalah kerjasama kontrak. 
Hubungan petani dengan Dipertabun dan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. Hubungan 
petani sampel dengan PPL dalam bentuk kerjasama langsung/pembinaan dan kerjasama 
asimilasi. Hubungan petani sampel dengan kelompok tani/Gapoktan yaitu kerjasama 
asimilasi dan hubungan petani dengan LSM dalam bentuk kerjasama kontrak, 3). Subsistem 
agribisnis hilir yaitu hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul, KPP dan 
Diskoperindag/Dipertabun. Hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul yaitu 
kerjasama spontan. Petani sampel bebas menjual kakaonya kepada pedagang pengumpul 
manapun, dan juga bisa menjual kepada KPP (koperasi produksi pertanian), dan hubungan 
antara petani sampel dengan KPP adalah penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel 
dengan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.    PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar belakang 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional.  Hal ini 

terlihat dari peran sektor pertanian terhadap penyedia lapangan kerja, penyedia pangan, 

penyumbang devisa negara melalui ekspor dan sebagainya (Soekartawi, 1995).  Dalam 

rangka pemerataan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan optimalisasi 

pengembangan sumber daya daerah melalui pengembangan usaha pertanian rakyat terutama 

komoditi ekspor yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi, baik dari segi jenis maupun 

mutu produk tersebut.  Salah satu komoditi ekspor yang mempunyai prospek dan keunggulan 

komparatif tinggi yang perlu dikembangkan di daerah Sumatera Barat adalah komoditi kakao 

(Wijaya, 2006) 

Kakao (Theobroma cacao)  merupakan salah satu komoditas perkebunan yang 

peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia 

lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Di samping itu kakao juga berperan 

dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002, 

perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 

ribu kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 

serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan setelah karet dan 

kelapa sawit (Goenadi, 2005). 

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sedang giat dalam 

pengembangan komoditas kakao.  Wijaya (2006) menyatakan kakao akan dijadikan 

komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjadi salah 

satu sumber devisa daerah.  Kondisi tanaman kakao di Propinsi Sumatera Barat pada tahun 

2008 adalah 61.464 Ha yang tersebar di beberapa kabupaten dengan produksi 32.376 ton dan 

untuk tahun 2009 telah mengalami peningkatan luas tanaman kakao menjadi 77.482 Ha 

dengan perkiraan produksi lebih kurang 48.000 ton (Dinas Perkebunan Sumatera Barat, 

2009). 

Agribisnis merupakan semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana 

produksi, sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau suatu 

agroindustri, yang terkait satu sama lain. Di dalam pengembangan agribisnis sebagai suatu 

sistem tidaklah dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara holistik. Hal ini 

mengisaratkan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional 



baik langsung maupun tidak langsung harus melaksanakannya secara terpadu dan 

berkelanjutan. (Yasin, 2002). 

Sistem agribisnis merupakan suatu gugusan industri (industrial cluster) yang terdiri 

dari beberapa  subsistem yaitu : (1) subsistem agribisnis hulu (upstream agribusiness), yakni 

industri sarana produksi (industri benih, pupuk dan pestisida, serta industri alsintan); (2) 

subsistem budidaya (on-farm agribusiness), menghasilkan komoditas pertanian primer (farm 

product); (3) subsistem agribisnis hilir (downstream agribusiness), yakni industri pengolahan 

baik manghasilkan produk antara maupun menghasilkan produk akhir (final product); (4) 

subsistem pemasaran, yaitu kegiatan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi; dan 

(5) subsistem jasa penunjang (supporting system agribusiness), yaitu dukungan sarana dan 

prasarana serta lingkungan yang kondusif dengan pengembangan agribisnis (Sudaryanto dan 

Pasandaran, 1993 dan Ditjehort, 2001 dalam Saptana, et.al, 2004). 

Tujuan pembangunan agribisnis adalah untuk meningkatkan daya saing komoditi 

pertanian, menumbuhkan usaha kecil menengah dan koperasi serta mengembangkan 

kemitraan usaha. Dengan visi mewujudkan kemampuan berkompetisi merespon dinamika 

perubahan pasar dan pesaing, serta mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Yasin, 2002).  Keberadaan kelembagaan dalam agribisnis kakao sangat penting, 

kelembagaan yang disiapkan dan dibina baik, akan berfungsi sebagai wahana proses belajar 

(learning sociaty) bagi anggota, wahana untuk menajamkan masalah bersama yang dihadapi, 

wahana pengambilan keputusan untuk menentukan strategi menghadapi masalah bersama dan 

wahana memobilisasi sumber daya anggota.  Kelembagaan juga dapat sebagai alat bagi 

anggota untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga secara bersama dapat mengatasi 

permasalahan yang dihadapi (Nababan, 2002). 

Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya merupakan 

salah satu langkah pengembangan agribisnis kakao yang harus terus menerus diperhatikan.  

Hal ini disebabkan karena, pengelaman pembangunan pertanian yang dilakukan Negara-

negara berkembang menunjukkan bahwa para petani tidak dianggap sebagai sumber 

informasi yang perlu dimanfaatkan bagi pembangunan pertanian.  Informasi yang dimiliki 

petani, baik yang menyangkut teknologi pertanian maupun tata cara pemanfaatan sumber 

daya alam, oleh perencana pembangunan pertanian dianggap sebagai bukan informasi yang 

perlu dimanfaatkan, karena tidak ilmiah.  Agar dapat berkelanjutan, pertanian harus mampu 

lebih peka terhadap pengetahuan penduduk yang dilayani (Soetrisno, 2006). Untuk itu perlu 

adanya pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian yang merupakan 

suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh 



melalui kerjasama dengan petani untuk memperbaiki keragaan sistem perekonomian 

masyarakat pedesaan. 

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu sentra produksi kakao terbesar di 

Sumatera Barat dengan luas lahan pada tahun 2009 16.981 Ha (Lampiran1), dan produksi 

sebesar 6.992 ton  dengan produktifitas 976,53 ton/Ha/tahun (Lampiran 2).  Perkembangan 

komoditi kakao dari tahun 2004-2008 meningkat dengan signifikan baik dilihat dari luas 

lahan maupun produksinya.  Luas tanaman kelapa di Kabupaten Padang Pariaman cukup 

besar yang berpotensi dijadikan untuk pengembangan kakao dengan dukungan ketersediaan 

lahan seluas 39.333 Ha dan sudah ditanam sampai tahun 2009 seluas 16.981 Ha dengan 

produksi 6.992 ton dengan produktifitas 976,53 ton/Ha/tahun (Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan, 2009).  

Kegiatan pengembangan agribisnis kakao di Kabupaten Padang Pariaman ditujukan 

untuk meningkatkan produksi tanaman kakao, peningkatan pendapatan petani kakao dan 

meningkatkan nilai tambah produk kakao.  Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

nasional dan peningkatan pemberdayaan masyarakat, sudah barang tentu perlu ada terobosan-

terobosan yang terus digali melalui kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung 

pengembangan  agribisnis komodoti kakao (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 

Perkebunan dan Kehutanan, 2009). Oleh karena itu, penelitian tentang analisis bentuk-bentuk 

kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis kakao 

menjadi penting untuk dilakukan.  

 

1.2.  Perumusan masalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai melakukan program 

pengembangan tanaman kakao melalui pencanangan penanaman kakao dan Kabupaten 

Padang Pariaman sebagai sentra produksi kakao sejak tahun 2005 dan dilanjutkan sampai saat 

ini. Daerah pengembangan agribisnis kakao tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Padang 

Pariaman (Lampiran 2), sedangkan produksi kakao yang paling tinggi di Kabupaten Padang 

Pariaman adalah Kecamatan V Koto Kampung Dalam. 

Selama ini kelembagaan perekonomian pedesaan dinilai oleh banyak ahli sangat rapuh 

dan dipandang sebagai penyebab kegagalan pengembangan perekonomian di pedesaan. 

Kerapuhan tersebut ditunjukkan oleh tidak efektifnya pemberdayaan faktor kepemimpinan 

(sebagai penggerak kemajuan) di pedesaan, tidak terbangunnya tata nilai yang menggerakkan 

kemajuan ekonomi di pedesaan, struktur dan keorganisasian ekonomi pedesaan yang 

dibiarkan rapuh, otonomi yang tidak mengangkat kedaulatan (politik) masyarakat pedesaan 



dalam kegiatan ekonomi serta dibiarkannya faktor kompetensi sumberdaya manusia pedesaan 

terbengkalai (Pranadji, 2003 dalam Hermanto, 2006).   

Kelembagaan tani yang telah ditumbuh-kembangkan di Kenagarian Sikucur Kecamatan 

V Koto Kampung Dalam selama kurun waktu dua tahun berjalan (2005-2006) antara lain: (1) 

Kelompok tani (2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan (3) Koperasi Produksi 

Pertanian (KPP).   Petani yang berada di Sikucur membentuk kelompok tani, yang fungsinya 

agar mereka mendapat binaan dari penyuluh dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Karena bantuan dan binaan yang diberikan hanya untuk para kelompok tani dan bukan pada 

perorangan (petani), dari informasi yang didapatkan  terdapat 11 jorong di Kenagarian 

Sikucur dengan 28 kelompok tani yang masing-masing anggotanya berjumlah ± 25 orang.  

Dari sekian banyak kelompok tani yang ada  baru 15 kelompok tani yang bergabung dalam 

gabungan kelompok tani yang disebut Gapoktan.  Gapoktan adalah sebuah lembaga yang 

dibentuk dari 2 atau lebih kelompok tani.  Di Kenagarian Sikucur ini sudah terbentuk 4 

Gapoktan  yaitu Gapoktan Awan Bajuntai, Gapoktan Koto Hilalang Sepakat, Gapoktan 

Sikucur Selatan dan Gapoktan Sikucur Jaya. 

Petani kakao di Sikucur mendirikan koperasi untuk membantu mereka dalam 

melakukan kegiatan usahataninya.  Dalam pendirian koperasi tersebut petani dibimbing oleh 

Dinas Koperindag.  Pendirian koperasi di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam ini telah dirintis sejak bulan Desember tahun 2000 yang dikhususkan untuk 

peningkatan produksi dan kualitas kakao yang dihasilkan penduduk setempat.  Koperasi ini 

dinamakan Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajuntai, yang baru bergerak dalam 

usaha simpan pinjam.  KPP Awan Bajuntai memberikan pinjaman hanya kepada Gapoktan, 

tetapi dananya tersebut untuk perorangan (petani), pemberian dana pinjaman mempunyai 

syarat-syarat, yaitu harus menjadi anggota koperasi, memberikan simpanan pokok dan 

simpanan wajib.   

Secara luas peran KPP Awan   Bajuntai tidak hanya ditujukan  kepada anggotanya saja, 

namun dapat juga hendaknya dirasakan oleh petani kakao yang lain di daerah setempat.  

Sejalan dengan misi koperasi yang seharusnya mampu mewadahi petani, maka harus 

diketahui bagaimana peran koperasi dan segala program-programnya mampu meningkatkan 

keuntungan bagi petani anggotanya, sehingga menarik minat petani lainnya yang bukan 

anggota untuk bergabung dengan koperasi tersebut. Peningkatan kemampuan petani dalam 

kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung merupakan salah satu langkah dalam 

pengembangan agribisnis kakao yang harus terus diperhatikan.  Dengan adanya kerjasama 

petani tersebut maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani dapat berjalan 



dengan lancar dan mendapatkan keuntungan dari pihak petani maupun lembaga-lembaga 

pendukungnya. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diajukan pertanyaan yaitu :   

1. Siapakah pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan 

petani untuk pengembangan agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto 

Kampung Dalam. 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung 

pengembangan agribisnis kakao  di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“ Analisis Bentuk-Bentuk Kerjasama Petani Dengan Lembaga-Lembaga Pendukung 

Pengembangan Agribisnis Kakao Di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto Kampung 

Dalam Kabupaten Padang Pariaman” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan 

dengan petani untuk pengembangan agribisnis kakao   di Kenagarian Sikucur Kecamatan 

V Koto Kampung Dalam  

2. Menganalisis  bentuk-bentuk kerjasama antara petani dengan lembaga-lembaga 

pendukung pengembangan agribisnis kakao   di Kenagarian Sikucur Kecamatan V Koto 

Kampung Dalam 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak diantaranya bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menganalisis kerjasama 

petani dengan lembaga-lembaga pendukung agribisnis kakao di Kenagarian Sikucur 

Kecamatan V Koto Kampung Dalam. analisis yang dirumuskan dapat direkomendasikan 

kepada pihak pengambil kebijakan yang ada (Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). Di 

samping itu penelitian ini adalah sarana untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah didapat 

penulis juga dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Pihak-pihak atau lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan dengan petani  untuk 

pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan  Subsistem-subsistem agribisnis 

adalah pedagang saprodi, pedagang pengumpul, Kelompok tani, Gapoktan/LKMA, 

Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajuntai, Diskoperindag, Dipertabun, PPL 

(Penyuluh Pertanian Lapangan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). 

2.  Bentuk-bentuk kerjasama petani dengan lembaga-lembaga pendukung yang berhubungan  

petani  untuk pengembangan agribisnis kakao di hubungkan dengan  Subsistem-

subsistem agribisnis yaitu sebagai berikut :  

a.   Subsistem agribisnis hulu yaitu hubungan petani  dengan pedagang saprodi dalam bentuk 

kerjasama spontan, hubungan petani dengan produsen pupuk, distributor dan pemerintah 

(subsidi pupuk) adalah interaksi kerjasama secara tidak langsung. Sedangkan hubungan 

petani dengan PPL dalam kerjasama langsung dan kerjasama asimilasi dan hubungan 

petani dengan kelompok tani yaitu kerjasama asimilasi. 

b. Subsistem agribisnis usahatani yaitu hubungan petani  dengan kelompok tani, PPL, 

koperasi, LKMA, BRI/BPR dan  faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja dan 

lahan.  Hubungan petani dengan koperasi adalah kerjasama asimilasi. Hubungan petani 

dengan LKMA adalah kerjasama asimilasi. Sedangkan hubungan petani dengan 

BRI/BPR adalah kerjasama kontrak. Hubungan petani dengan Dipertabun dan 

Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. Hubungan petani sampel dengan PPL dalam 

bentuk kerjasama langsung/pembinaan dan kerjasama asimilasi. Hubungan petani sampel 

dengan kelompok tani/Gapoktan yaitu kerjasama asimilasi dan hubungan petani dengan 

LSM dalam bentuk kerjasama kontrak. 

c.  Subsistem agribisnis hilir yaitu hubungan petani sampel dengan pedagang pengumpul, 

KPP dan Diskoperindag/Dipertabun. Hubungan petani sampel dengan pedagang 

pengumpul yaitu kerjasama spontan. Petani sampel bebas menjual kakaonya kepada 

pedagang pengumpul manapun, dan juga bisa menjual kepada KPP (koperasi produksi 

pertanian), dan hubungan antara petani sampel dengan KPP adalah penunjang kegiatan. 

Hubungan petani sampel dengan Diskoperindag yaitu penunjang kegiatan. 

 

 



5.2. Saran  

1.  Koperasi Produksi Pertanian (KPP) Awan Bajuntai harus lebih diaktifkan lagi sebagai 

lembaga pendukung yang berperan aktif sesuai dengan fungsi koperasi yaitu sebagai 

pemberi modal/pinjaman, penyalur input-input pertanian, sebagai lembaga pemasaran 

hasil-hasil pertanian dan sebagai penghubung dari semua sistem agribisnis.  

2.  Peran pemerintah setempat lebih aktif lagi dalam memperhatikan petani kakao dan 

lembaga-lembaga yang berada di sekitar petani kakao.  Dengan adanya peran yang 

baik yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari lembaga-lembaga pendukung yaitu 

Kelompok tani, Gapoktan, Koperasi, PPL dan Pemerintah 

(Dipertabun/Diskoperindag), maka akan dapat  meningkatkan posisi tawar petani dan 

sekaligus pendapatan petani.  
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